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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
A.l. Indonesia telah mengesahkan isi kesepakatan ACFTA, sehingga apa yang
tertuang dalam isi kesepakatan ACFTA akan menjadi acuan dalam
melakukan kegiatan perdagangan baik perdagangan internasional dengan
para negara anggota ASEAN dan Cina maupun kegiatan perdagangan
nasional. Isi ACFTA pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk
mempersiapkan sektor industri dalam negeri bersaing dalam perdagangan
bebas internasional pada saat ini dengan cara melakukan pentahapan
penerapan pengurangan tarif impor, namun pada beberapa sektor industri,
pentahapan tersebut belum cukup, dalam arti, waktu pengenaan tidak
efektif dan terlalu cepat, karena memang beberapa sektor industri
mengalami perkembangan/pertumbuhan yang sangat lambat, yang dapat
diakibatkan oleh kurangnya modal, ketidakmampuan dalam mengolah
SDA, ataupun Kketidakmampuan dalam memiliki teknologi yang
mendukung sektor tersebut. Mengatasi masalah-masalah yang timbul, jika
mengacu pada aturan kesepakatan perdagangan bebas ACFTA, maka
sistem penyelesaian sengketa, merupakan jalan terakhir bagi pemerintah
untuk mengupayakan kepentingan industri dalam negeri, jika upaya

preventif tidak begitu mampu mengatasi persoalan yang ada.
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A.2. Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perdagangan nasional
maupun internasional, pada dasarnya melindungi kepentingan industri
dalam negeri. Terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA,
memang setelah melihat beberapa kasus yang ada dilapangan, dimana
banyak sektor yang mengeluh, bukti, bahwa industri Indonesia masih
butuh waktu untuk dapat bersaing dengan kemajuan industri luar negeri,
termasuk Cina. Cina merupakan negara yang kemajuan industrinya sangat
pesat. Tidak bisa disangkal juga, bahwa Cina merupakan wilayah yang
luas yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Para pelaku industri
akan sangat tertarik untuk memiliki pasar dengan jumlah target konsumen
yang sangat banyak, namun, keadaan yang baik tersebut belum mampu
sepenuhnya dimanfaatkan sektor industri kita. Sumber daya alam yang
melimpah saja tidak cukup untuk mampu mendukung sektor industri,
harus didukung oleh penguasaan akan teknologi. Keadaan yang ada
sekarang Indonesia yang juga terdiri dari banyak penduduk, merupakan
target pasar yang sangat menarik, sehingga harapan untuk memiliki pasar
yang lebih luas, lebih bermanfaat bagi negara yang industrinya lebih atau
sudah maju. Atas permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini, telah
dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah untuk menekan kerugian yang
dialami, seperti pembentukan Komisi Anti Dumping Indonesia, yang
diharapkan dapat mengatasi dan mencegah upaya-upaya dumping yang
dilakukan oleh industri luar negeri, KPPl (Komisi Pengamanan

Perdagangan Indonesia), dimana pembentukan komisi ini diharapkan
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mampu mengatasi dan mengantisipasi kerugian-kerugian serius terhadap
industri dalam negeri akibat lonjakan-lonjakan impor, ditambah Peraturan
Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Merek, Paten dan Hak
Cipta. Upaya-upaya tersebut, merupakan upaya yang baik, yang jika
pelaksanaan dan pemanfaatannya dilakukan seefektif mungkin, akan
mengurangi dampak negatif dari kurang siapnya industri dalam negeri
bersaing dalam era perdagangan bebas dengan negara-negara anggota

ASEAN dan juga Cina.
B. Saran

B.1. Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan negara agraris dan negara
kepulauan memiliki arti bahwa indonesia adalah negara yang memiliki
sumber daya alam yang sangat baik. Sektor-sektor industri dunia banyak
bergerak dengan menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari
Indonesia, seperti contoh, industri ban yang berasal dari luar negeri
menggunakan bahan baku karet dari Indonesia, keadaan yang seperti
inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah
dapat berusaha membantu industri dalam negeri dalam kegiatan
industrinya, dengan memanfaatkan keadaan ini. Mencari bantuan luar
negeri dalam pengelolaan SDA yang mendukung kegiatan industri,
menerapkan aturan-aturan yang cerdas dan tegas yang kemudian
menghasilkan manfaat bagi bangsa. Aturan yang cerdas dan tegas tidak
hanya aturan mengenai program kerja Indonesia dengan pihak pengelola

dari luar, tetapi juga aturan mengenai tindak-tindak pidana dalam negeri



52

seperti korupsi dan sebagainya, sehingga dengan keseriusan yang
demikian, diharapkan dapat dilakukan percepatan pertumbuhan sektor
industri, dan memenuhi tahapan ekspor impor yang diatur dalam

framework ACFTA.

B.2. Keberadaan kerjasama kesepakatan perdagangan bebas antara negara-
negara anggota ASEAN dengan negara China, berdasarkan segala alasan
dan pertimbangan yang matang serta harapan dari pemerintah terhadap
masa depan industri dalam negeri, seharusnya pemerintah mampu
mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan para pelaku industri dalam
negeri. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam hukum positif,
diharapkan akan memiliki pengaruh yang signifikan. Pemerintah harus
mengupayakan secara maksimal kinerja dari komite yang telah dibentuk,
melakukan sosialisasi, mendorong terbentuknya pelaku industri baru
serta mendukung sektor industri yang telah ada untuk lebih maju, dan
membantu serta memfasilitasi industri dalam negeri dalam kegiatan
ekspor, aktif melakukan peninjauan terhadap perkembangan produk-
produk barang industri dalam negeri, sehingga mengetahui masalah-
masalah yang timbul. Apabila upaya-upaya penyelesaian sengketa
alternatif merupakan cara yang harus ditempuh, maka baiknya
pemerintah selalu meninjau masalah kemudian mengadakan konsultasi,

mediasi atau arbitrasi dengan egara-negara anggota bersepakat lainnya.
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